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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tujuan Pembangunan Nasoinal adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945, oleh sebab itu pembangunan nasional harus dilaksanakan disegala bidang. Tujuan dari Perbankan Indonesia menurut Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan mana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 adalah dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin komplek serta sistim keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk perbankan.

Perbankan Indonesia sebagai suatu lembaga keuangan, baik Bank Negara atau Bank Pemerintah maupun Bank Swasta melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat yang dapat berbentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito tabungan dan lain-lain, serta menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang berguna untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan disegala bidang. Hal ini berarti kehadiran bank sebagai suatu badan usaha tidak semata-mata bertujuan bisnis, namun ada misi lain yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
)
Peran bank sebagai pemberi kredit hendaknya disertai dengan kebijaksanaan pemerintah  di bidang  perbankan, khususnya mengenai masalah kredit. Kebijaksanaan perkreditan ini merupakan salah satu faktor yang di butuhkan dikalangan pengusaha untuk menunjang dan memperlancar jalannya aktivitas usaha perbankan dan peningkatan kuantitas produksi atau pun untuk membiayai pembangunan proyek-proyek baru yang mengunakan jasa perkreditan.

Kebijaksanaan pemerintah di bidang perkreditan membuktikan adanya usaha-usaha pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi bagi pembangunan dunia usaha di Indonesia yang secara umum masih lemah dalam sektor permodalan.

Sebagian besar kasus yang menyebabkan kerugian pada dunia perbakan di mana terjadi dalam bidang pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank tersebut sering kali tidak berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan perhitungan yang matang, seperti terlalu mudahnya bank memberikan kredit pada masyarakat dan ketelitian bank kurang cermat terhadap pemohon kredit. Dilain pihak spekulasi debitur sering tidak berdasarkan pada prinsip ekonomi yang sehat seperti perluasan usaha besar - besaran dan sebagian besar dibiayai dengan kredit yang di pinjam dari bank. Kesulitan lain yang dihadapi bank adalah praktek - praktek kolusi antara pejabat bank dengan pengusaha yang sering membuat para pejabat bank berada pada kondisi yang serba salah.

Berkaitan dengan masalah ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang - undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan :

“ Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang di perjanjikan.”


Dalam penjelasan pasal di atas dikemukakan bahwa kredit yang di berikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas - azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.


Begitu pun dengan barang - barang jaminan kredit diikat secara yuridis sesuai dengan sifat barang yang dijaminkan misalnya seperti akta hak tanggungan untuk barang - barang tidak bergerak, akta gadai dan akta Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO) untuk barang bergerak. Jaminan kredit berfungsi untuk mengamankan kepentingan bank seandainya pembayaran kembali kredit tersebut mengalami kemacetan.


Kredit perbankan yang tidak mampu dikembalikan, akibatnya terjadi yang dinamakan kredit macet. Suatu kredit dikatakan macet apabila:

a. Tidak memenuhi kriteria lancar dan diragukan atau

b. Memenuhi kriteria  diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan sejak di golongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan kredit atau kredit tersebut penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara ( BUPLN ) atau telah diajukan penggantian ganti rugi pada perusahaan asuransi kredit.
)
Akibat dari kredit macet merupakan masalah yang cukup serius dan beban bagi bank karena apabila bank tidak meyiapkan sejak dini pencegahan dan penanggulangan terhadap kredit macet akan menyebabkan likuiditas bank tersebut merosot dan otomatis akan mempengaruhi permodalan yang bersangkutan.

Bertitik tolak dengan permasalahan - permasalahan di atas, akhirnya penulis mengajukan judul skripsi dengan judul yaitu : 

“ PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PEMBERIAN KREDIT MODAL KERJA MULTI GUNA PADA BANK NAGARI CABANG PASAR RAYA PADANG.”

Dipilihnya Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang Sebagai objek penelitian dilatar belakangi oleh karena tujuan pendirian Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang yang telah  ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan operasional yang salah satu kegiatannya adalah memberikan berbagai fasilitas perkreditan kepada dunia usaha dan pihak lain yang membutuhkan.

Pemberian kredit tersebut dilaksanakan dalam bentuk kredit modal kerja multi guna, kredit investasi, kredit konsumsi dan kredit lainnya dan dengan mengetahui penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang diharapkan dapat memperkecil peluang terjadinya kredit macet dikemudian hari.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang hendak dikemukakan,diteliti dan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian Kredit Macet pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang?

2. Apakah upaya Penyelesaian agar Tidak terulang Kasus Kredit Macet  Pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas berbagai permasalahan sebagai mana yang dikemukakan sebelumnya antara lain :

1. Untuk mengetahui penyelesaian kredit macet pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

2. Untuk mengetahui upaya pencegahan agar tidak terulang kasus kredit macet pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

D. Metode Penelitian. 

1. Jenis penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian yang terutama menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang tepat serta menggambarkan keadaan yang terjadi yaitu dalam hal penyelesaian kredit macet modal kerja multi guna pada Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

3. Bahan atau materi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan. Data ini diperoleh dari Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang, dan nasabah sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan meliputi :

(1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan - bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yakni berupa peraturan perundang - undangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan penelitian ini, antara lain :

a. Kitab Undang - undang Hukum Perdata ( KUHPerdata )

b. Undang - undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana    telah dirubah dengan Undang - undang No. 10 tahun 1998 (selanjutnya disebut Undang - undang perbankan).

c. Undang – undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagai mana telah diubah dengan Undang-Uandang No.3 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU BI) 

(2).  Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan - bahan hukum primer dan dapat membentu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti :


a. Bahan - bahan kepustakaan mengenai kredit bank.


b. Bahan - bahan yang diperoleh dari Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini dipakai dua teknik pengumpulan data yakni :

a. Studi Pustaka, yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari buku – buku atau literatur - literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:

(1) Peraturan Perundang - undangan.

(2) Buku - buku literatur.

(3) Bahan atau data yang diperoleh dari Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak - pihak yang terkait, yaitu seksi administrasi kredit Bank Nagari Cabang Pasar Raya Padang (responden ) untuk mendapatkan keterangan lisan mengenai masalah yang diteliti.

5. Analisis Hasil Penelitian 

Berdasarkan data - data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian dilakukan analisis data yang menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek - aspek yang diteliti, selanjutnya diambil kesimpulan yang berhubungan dengan permasalahan. 

�)	Sentosa sembiring,2000,Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, Hal.8.





�)	Wijarnako, 1993, Hukum dan Ketentuan Perbangkan di Indonesia, PT. Pustaka Utama
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